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ABSTRAK

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TANGGUNG
JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKTI SECARA
SAH MENERIMA PEMBAYARAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

M. ALDI OKTAREZA
502018174

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah prosedur pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma dan apakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum
yang terbukti secara sah menenma atau meminta pembayaran dari penerima
bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya. Teknik
penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara
mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik
pengolahan data dilakukan dengan menerapkau cara analisis (Content Analisys)
untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian bantuan secara cuma-cuma terdapat dalam pasal 15
Undang-undang No. 16 tahun 2011 yaitu Pemohon Bantuan Hukum
mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum,
Pembori Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama (tiga hari keeja
setelah permohonan bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan
jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum, Dalam hal
permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum
memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima
Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi
Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan, Ketentuan lebih lanjut
mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

2. Tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti "secara” sah
menerima/meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait
dengan perkara yang dibelanya dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat
berupa : teguran lisan; teguran tertufis; pernberhentian sementara dari
profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut
atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tanggung Jawab, Penerima Bantuan Hukum.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil
penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi advokat,
atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Lahirnya suatu
lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi hukum maka dapat
menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari
masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek
hukum. Dengan didirikannya LBH maka dapat memajukan hukum dan
pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun peranan dan fungsi LBH dalam melakukan advokasi hukum yaitu
dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu
untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum
memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan
Khususnya bagi orang miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak
menyentuh orang-orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan
untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk
mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Frans Hendra Winarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

menyimpulkan bahwa konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi
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hak konstitusional fakir miskin adalah bantuan hukam responsif. Akan tetapi,
dalam realitas kekinian Indonesia, bantuan hukum itu terlalu penting untuk hanya
diserahkan pada para advokat. Tantangannya adalah bagaimana mencari sinergi
dari berbagai pihak. Tantangan itu coba diurai secara implisit oleh tiga pembicara
yang mendiskusikan buku baru setebal 221 halaman yang diterbitkan oleh PT
Gramedia Pustaka Utama vyaitu : Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P
Pangaribuan, dan Johnson Panjaitan.

Berikut ini petikannya Pembicara Abdul Hakim G. Nusantara,
menjelaskan, terdapat satu titik yang pelu dikenali sehingga "hak atas bantuan
hukum sebagai hak konstitusional® dapat dimengeni orang. Titik yang
dimaksudnya yaitu, "Dalam upaya memperoleh akses keadilan dan kepastian
bantuan hukum dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, tiap orang berhak untuk
memperoleh bantuan hukum baik dari sektor privat (swasta) atau sektor publik,
yaitu negara atau organisasi semi publik yang menyediakan layanan bantuan
hukum kepada para pencari keadilan yang miskin.

Dalam arti tidak mempunyai pendapatan (income) memadai untuk
membayar biaya yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian
hukum"”. Sedangkan makna dari "hak atas bantuan hukum sebagai hak
konstitusional” itu dikatakannya terkandung dalam Pasal 28 D (1) UUD RI 1945
yang merumuskan: "Setiap orang berhak atas kepastian hukurn yang adil seria
perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selanjutnya disarnpaikannya bahwa hak
atas bantuan hukum (the fight to legal aid) itu termasuk juga sebagai hak asasi

manusia (HAM). Ditegaskanya, ketika pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif,



dan yudikatif mengabaikan the right to legal aid maka ketika itu puia mereka
tersebut melakukan pelanggaran HAM dan inkonstitusional.

Oleh karena itulah dibentuknya Undang-undang tentang Bantuan Hukum
yaitu UU RI Nomor 16 Tahun 2011. Pengaturan mengenai pemberian bantuan
hukum dalam Undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Sebagaimana sebuah produk hukum yang baru di undangkan., maka
memang dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan produk hukum ini. Sebuah
produk hukum mesti dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu
mesti juga dilihat watak politis dari kehadiran sebuah produk perundang-
undangan.

Tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini selalu merujuk
pada PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang merupakan oenterjemahan teknis dari
UU Advokat.

Jika dalarn UU Advokat, yang dimaksudkan dengan Pemberi Bantuan
Hukum adalah Advokat maka dalam UU Bantuan Hukum ini? Pemberi Bantuan
Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal
ini bisa dilihat dalam Fasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Pemberi Bantuan Hukum
adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member:

layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

! http://variaadvokat.awardspace.info//voll1/bantuan.hukum.pdf diakses pada tanggal 20
Desember 2021.



http://variaadvokat.awardspace.info/voll1/bantuan.hukum.pdf

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum.

Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum
yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. berbadan hukum,
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki Pengguna; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Hal diatas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi Bantuan
Hukum dalam UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat berbunyi: (1) "Advokat wajib
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang
tidak mampu™.

Sehingga yang dititik beratkan dalam UU Bantuan Hukum adalah aspek
kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait
(Kemenkumham), namun dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada
masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang (Undang atau Peraturan-
Peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam UU Advokat yang dititik beratkan

adalah kewajiban seorang Advokat sebagai Officium Nobille.



Walaupun demikian, UU Bantuan Hukum ini secara jelas menyebutkan
posisi Advokat menjadi bagian dari Pemberi Bantuan hukum yang dalam hal ini
bernaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan.

Untuk itulah maka diharapkan tidak ada kesalahan penafsiran menyangkut
ruang lingkup pemberian bantuan hukum antara seorang Advokat dengan Pemberi
Bantuan Hukum dalam konteks Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Prinsipnya
adalah tanpa bernaung dalam lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan, seorang Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (miskin).

Dalam konteks UU bantuan hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk
menjalankan fungsi seperti proses konstitusi, pendidikan hukum, investigasi
maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk
menghadap di persidangan tetap harus dilakukan seorang Advokat.

Untuk mengatasinya biasauya dilakukan dengan merekrut Voluntary
Lawyer, yaitu advokat yang menjadi relawan (part time) di organisasi bantuan
hukum maupun Ghosf Lawyer, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu
untuk kepentingan persidangan seperti gugatan. Jawab menjawab dalam peradilan
perdata, namun yang hadir menghadap di persidangan adalah pencari keadilan
sendiri.

Undang-Undang Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan
berdasarkan asas-asas bantuan hukum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ini

berbunyi :



1. Keadilan

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum

3. Keterbukaan

4. Efisiensi

5. Efektivitas

6. Akuntabilitas

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu :
Asas keadilan :
Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut,
benar, baik, dan tertib.
Asas persamaan kedudukan di dalam hukum:
Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan
hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Asas Keterbukaan
Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara
lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan
keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Asas efisiensi :
Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber
anggaran yang ada.
Asas efektivitas :
Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Asas akuntabilitas:



(1)

(2)

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan
hukum harus dapat dipertanggung, jawabkan kepada masyarakat.

UU Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan dari
Penyelenggaraan Bantuan Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni:
Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum (fakir miskin)
untuk mendaparkan akses keadilan;

Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum

(3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara

(4)

merata/di selurah wilayah Negara Republik Indonesia;
Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum tercantum dalam Pasal 4 dan

pasal 5. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa :

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi

)

©)

masalah hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan
kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau rnelakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan hukum Penenma Bantuan Hukum.



Dalam  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  pengertian  tentang
Penerima Bantuan Hukum terdapat daiarn Pasal 5 yang berbunyi:

(1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan,
sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha,
dan/atau penamahan.

Menurut penulis rumusan pengertian penerirna bantuan hukum ini telah
mengalami penyempitan makna dari "orang yang tidak mampu™ menjadi "orang
yang tidak mampu secara ekonomi". Pertanyaannya adalah bagaimana dengan
orang atau kelompok tidak mampu lainnya antara lain orang atau kelompok yang
termarjinalkan karena suatu kebijakan publik; orang atau kelompok yang hak-hak
sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat adat perempuan dan
penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti
penggusuran dan lain-lain.

Penyempitan makna ini jelas berbenturan dengan semangat konstitusi,
sehingga hal ini mesti di diskusikan kembali oleh para pembuat dan pengambil
kebijakan sebelum Undang-Undang ini diberlakukan.

Penerima bantuan hukum yang diterjemahkan dengan orang-orang atau
kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan
mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan

hukum sebagaimana yang diamanatkan.



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang
Bantuan Hukum ini sedikit tidaknya mengadopsi konsep legal merujuk pada
pengertian "state subsidized", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh
negara. lde bantuan hukum yang dibiayai negara (publicly funded legal aid).
Sehingga sangat jelas kepentingan negara dalam konteks bantuan hukum ini.

Dari uraian-uraian di atas inilah kiranya penulis tertarik menyusun suatu
skripsi dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum dan Tanggung Jawab
Pemberi Bantuan Hukum Yang Terbukti Secara Sah Menerima Pembayaran
dan Penerima Bantuan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis rumuskan, maka penulis akan mencoba
menganalisa dan  memberikan  pendapat tentang beberapa masalah yang
berkenaan dengan undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di
Palembang yaitu :

1.  Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ?

2. Apakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah
menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang
terkait dengan perkara yang dibelanya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Agar dalam penelitian dan penulisan sekripsi ini dapat terarah dan tidak

menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup

permasalahan yakni mengenai prosedur pemberian bantuan feukum secara cuma-

cuma dan tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah
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menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait

dengan perkara yang dibelanya tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-

hal yang lebih relevan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai prosedur pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pemberi bantuan
hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari
penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi
bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan
pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai
pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Prosedur adalah tata cara pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan
hukum kepada penerima bantuan hukum.

2. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

3. Cuma-cuma artinya dalam memberikan bantuan hukum (jasa hukum)
tanpa menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari

keadilan
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E. Metode penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prosedur

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan tanggung jawab pemberi

bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari
penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya, maka jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif

(menggambarkan).

1.  Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji :

a) Bahan hukum primer, vyaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti  Undang-undang, Pcraturan Pemerintah, dan semua ketentuan
peraturan yang berlaku.

b)  Bahan sekunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para
ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam
skripsi ini.

c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan
lain sebagainya.

2. Teknik pengolahan data
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing
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yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan,

kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis

yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkannya

satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi mi akan disusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB III

BAB IV

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang,
rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual,
metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Merupakan tinjauan pustaka yang berisi  paparan tentang
kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan
yang akan dibahas.

Merupakan  pembahasan  yang menggambarkan tentang hasil
penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang
diangkat.

Merupakan  bagian penutup dari pembahasan dalam bentuk

kesimpulan dan saran.
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